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ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST
PERPETRATORS OF CHILD BULLYING
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ABSTRACT

Bullying is a common occurrence in Indonesia. Many cases of bullying occur in schools, from elementary to
secondary education, and even at the university level. The law has its own perspective on children who become
perpetrators of crimes. Legal treatment for children in conflict emphasizes the best protection for children, not
just retaliation. The method used in this study is normative juridical or normative legal research, also commonly
referred to as doctrinal legal research. The discussion in this study will outline the rules and implementation of
legal policies against perpetrators of bullying who are minors. The conclusion of this study is that bullying in
school-age children is deviant behavior, both in the form of physical and psychological violence, namely by
underage children as subjects against other children as objects of the deviation, carried out through physical,
verbal, relational, and electronic bullying. Law enforcement against minors who commit bullying refers to Law
Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection measures for crimes
commiitted by children are pursued. Diversion, however, does not prevent the possibility of criminal sanctions
as stipulated in Article 76C of the Child Protection Law.

Keywords : Legal Policy, Bullying, children
ABSTRAK

Perundungan atau bullying menjadi perihal lazim yang terjadi di Indonesia. Temuan kasus-kasus perundungan
banyak terjadi dilingkungan sekolah baik dari pendidikan dasar hingga menengah, dan bahkan di tingkat
perguruan tinggi. Hukum mempunyai pandangan tersendiri bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Perlakuan
hukum terhadap anak yang berkonflik adalah dengan menekankan perlindungan terbaik anak atau bukan
sekedar pembalasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum
normative dan juga biasa disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Pembahasan dalam penelitian ini akan
menguraikan tentang aturan dan implementasi kebijakan hukum terhadap pelaku perundungan yang merupakan
seorang anak belum dewasa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perundungan pada anak usia sekolah
merupakan tingkah laku penyimpangan baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh
anak usia di bawah umur sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut yang
dilakukan secara perundungan fisik, verbal, relasional hingga perundungan elektronik. Penegakan hukum
terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi akan tetapi tidak mencegah kemungkinan
untuk di sanksi pidans seperti yang tertuang dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perundungan, anak-anak
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LATAR BELAKANG

Perundungan atau bullying merupakan fenomena yang cukup lazim di beberapa negara
termasuk Indonesia. Pada 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI) mencatat
terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah,
madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai
perbandingan, pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut
kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada
2023. JPPI melaporkan bahwa kasus kekerasan di lembaga pendidikan telah terjadi di hampir
seluruh provinsi di Indonesia. Distribusi kasus menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di
posisi tertinggi dengan 81 kasus, diikuti oleh Jawa Barat 56 kasus, dan Jawa Tengah 45 kasus
(Zuhriyah, n.d.). Berikut lonjakan data statistik kasus perundungan di Indonesia (GoodSats,
n.d.):

142
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Gambar 1. Jumlah kasus perundungan di Indonesia tahun 2020-2024

Kasus perundungan banyak ditemukan dilingkungan sekolah baik dari tingkat sekolah
dasar hingga perguruan tinggi. Padahal senyatanya sekolah merupakan wadah pendidikan
yang diharapkan menjadi tempat berproses, belajar dan berinteraksi sosial. Sekolah harus
menjadi lembaga yang bisa memberikan kenyaman dalam pelbagai aspek baik dari segi
lingkungan, tenaga pendidik dan tempat belajar. Penemuan kasus-kasus perundungan yang
ada di sekolah tidak hanya menekankan sanksi bagi pelaku perundungan anak, akan tetapi
leth jauh pertanggung jawaban dari pihak sekolah jika ditemukan ada kelalaian dalam
mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah (Bahtiar, 2025). Menjadi korban
perundungan bukan perihal yang diinginkan oleh setiap individu. Siswa dan siswi memiliki
hak untuk dapat menjalani aktivitas sekolah dengan perasaan yang aman, nyaman, tenang
selama proses belajar berlangsung. Akan tetapi, hak tersebut dalam beberapa kasus terciderai
oleh tingkah laku sekelompok siswa yang merasa lebih dominan, berwatak buruk, dan

berperilaku yang tidak terkendali. Sekelompok siswa tersebut melancarkan aksinya pada siswa

Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Vol. 9 No. 2 (December 2025) |
409



lain yang dirasa lemah atau terjadi dari senior kepada adik-adik junior (Balla et al., 2024).

Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia(GoodStats, n.d.):

Jenjang pendidikan Persentase

Sekolah Dasar (SD) 26%
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25%
Sekolah Menengah Atas (SMA) 18.75%

Gambar 2. Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang tahun 2024

Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan yang terjadi di
sekolah memiliki dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik maupun psikis
(Sitinjak, 2024). Hal yang perlu diluruskan adalah anggapan tentang tindakan perundungan
yang dianggap wajar sebagai bentuk kenakalan remaja pada umumnya. Padahal tindakan
tersebut memiliki efek traumatis bagi para korban yang bisa menghambat proses belajar dan
mengajar secara nyaman. Pelaku bullying di sekolah terindikasi berasal dari lingkungan yang
tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, hingga anak-anak yang senyatanya tidak mendapat
perhatian utuh dari orang tua (Putri, 2022). Pelaku yang tidak bisa mengontrol emosi dan
tingkah lakunya merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mampu untuk
mengatur orang lain yang dirasa lebih lemah atau lebih rendah. Sejumlah alasan melatar
belakangi perilaku pelaku, salah satunya adalah perasaan puas karena merasa lebih berkuasa
dari teman-temannya (Mashuddin et al., 2022). Pelaku perundungan di sekolah memiliki
masalah pada kepribadiannya yang cenderung memiliki sikap empati rendah, dominan, tidak
bersahabat dan impulsif (Lusiana & Arifin, 2023).

Perundungan terjadi hampir disetiap tempat baik di pedesaan, pinggiran kota hingga di
ibukota. Sepanjang tahun 2025, tercatat 25 anak di Indonesia yang memilih untuk mengakhiri
hidup karena menjadi korban perundungan (Bullying Marak, 25 Anak Indonesia Bunubh Diri
Sepanjang 2025 - CNA.ld: Berita Indonesia, Asia Dan Dunia, n.d.). Setiap anak berpotensi
menjadi korban termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak yang dianggap
kurang secara intelektual, autis, anak dengan penyakit tertentu, anak dengan berat badan
kurang atau lebih, berbeda secara bahasa hingga suku. Bentuk perundungan juga mengalami
evolusi seiring dengan makin berkembangnya sosial media yaitu dengan ¢yberbullying. Makin
maraknya perilaku bullying hingga dianggap wajar perlu mendapat perhatian intensif dari

pemerintah serta perumus undang-undang. Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila
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harus menegaskan bahwa perundungan senyatanya telah melanggar sila kedua Pancasila
karena menciderai hak dan martabat seseorang. Padahal senyatanya setiap individu berhak
untuk hidup aman dan nyaman, serta berhak untuk diperlakukan dengan setara (Sari et al.,
2022). Meningkatnya tindakan perundungan harus menjadi perhatian yang intensif. Terlebih
jika dalam realitasnya bahwa pelaku kebanyakan masih dalam usia belum dewasa atau anak-
anak. Kebijakan hukum tentang petrlindungan bagi korban dan pelaku harus dibuat
sedemikian solutif, mengingat anak merupakan aset penting dan penerus suatu bangsa (Sutra,
2022).

Perundungan anak merupakan suatu tindak penyimpangan yang dilakukan anak
dibawah umur. Perilaku yang menyimpang senyatanya bentuk ancaman yang nyata terhadap
fondasi kehidupan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, setiap elemen harus mampu
melindungan dan menjamin kehidupuan yang nyaman bagi anak. Perlindungan terhadap anak
adalah tanggung jawab yang wajib dipikul oleh setiap orang tua, keluarga dan disukung oleh
lingkungan masyarakat sekitar serta negara. Anak memiliki hak untuk hidup yang layak,
tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Hak yang
yang demikian adalah manifestasi dari konstitusi Indonesia Pasal 28 B ayat (2) Undang-
Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Roosmelan et al., 2025).

Hukum memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan anak yang telah berani
melakukan tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perundungan
menjadi tantangan tersendiri demi lahirnya hukum yang adil, solutif, dan efektif. Akan tetapi,
tidak jarang penanganannya juga terintegrasi dengan orang dewasa (Rusmana, 2024). Secara
normative, perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana
telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin serta membela hak-hak pada diri anak
untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, menjaga harkat dan martabat, serta terlindungi dari
diskriminasi (Sutanto & Rahaditya, 2024). Disisi lain, melalui Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah memperbolehkan hukuman atau tuntutan
terhadap individu yang terlibat dalam penindasan. Dua konsep hukum tersebut secara
normative mengandung permasalahan norma terbuka sehingga perlu untuk ditelaah lebih
lanjut perihal Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Pada Anak

Yang Belum Dewasa.
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RESEARCH METHOD

Isu permasalahan yang ditelaah pada penelitian ini menggunakan metode hukum
normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hukum normatif merupakan
suatu metode yang menguraikan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat
hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini
membahas tentang kebijakan hukum palaku perundungan pada anak yang belum dewasa,
schingga fokus terhadap studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum positif di
Indonesia, asas-asas hukum yang berlaku, hingga menemukan hukum in-concreto. Data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran

kepustakaan yang dilakukan (Benuf & Azhar, 2020).

Perilaku Perundungan Pada Anak Usia Sekolah

Kasus kekerasan terhadap anak tampaknya mendapat perhatian yang tiada habisnya di
media nasional. Masalah laten yang disebar sebagai “budaya negatif” di masyarakat saat ini
seringkali mencapai batas ketidak-kewajaran. Perundungan atau yang biasa disebut “bulfying”
terus mewabah pada anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan, di tempat-tempat yang
seharusnya aman, nyaman, dan terlindungi. Bahkan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
bagi sebagian kaum radikal (Faqih, 2023).

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa ini sebagai pendukung
pembangunan nasional di negara kita. Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara
kualitatif dan berorientasi masa depan. Tanpa kualitas dan masa depan yang jelas seorang
anak tidak bisa diharapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Anak merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara
(Metha, 2023).

Anak merupakan setiap individu yang berada dalam pengampuan orang tua atau wali,
seorang yang karena hukum belum dianggap dewasa dan belum cakap bertindak. Umumnya,
dalam hal tindak pidana usia dapat menjadi alasan penghapus pidana, yang menghilangkan
unsur kesalahan, khususnya terkait kemampuan bertanggung jawab. Meski demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa seorang anak pun dapat melakukan tindak pidana berat dan tidak
dapat dimaafkan hanya lantaran usaianya, untuk itu dalam sistem hukum di Indonesia
pemidanaan terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak yang juga memuat berbagai ketentuan terkait perlindungan anak serta

dijelaskan lebih mendetail dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23
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Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana
yang dilakukan oleh anak diampu dengan prinsip diversi. Diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan
secara nonligitasi(Faqih, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying Dalam konteks perlindungan hukum,
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat untuk
melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 UU ini menyatakan
bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan
kejahatan lainnya. Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah,
lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih
menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman
masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani
kasus bullying. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan anak juga
menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi korban. Restitusi bagi
korban bullying, sebagaimana diatur dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, sering kali
sulit direalisasikan. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi salah satu faktor yang
menghambat korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Oleh
karena itu, diperlukan langkahlangkah yang lebih efektif untuk memperkuat implementasi
perlindungan hukum bagi anak korban bullying (Rabawati et al., 2025).

Banyak faktor penyebab bullying di kalangan anak muda. Jalan seorang anak untuk
menjadi remaja yang agresif cukup kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Pertama, secara biologis ada
kemungkinan bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi lebih
agresif daripada yang lain. Kedua, anak-anak yang agresif secara mental tidak memiliki
pengendalian diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang buruk; Anak-anak ini
memiliki perspektif yang rendah, kurang empati terhadap orang lain, dan salah mengartikan
isyarat atau sinyal sosial. Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang biasanya terjadi pada
perkembangan anak muda. Untuk mencari jati diri dan ingin eksis, anak muda biasanya ingin
membentuk geng. Hubungan teman sebaya mengungkapkan bahwa beberapa anak muda di-
bully karena mereka melakukan "balas dendam" atas penolakan dan kekerasan yang mereka
alami di masa lalu. Keempat, secara sosio-kultural, bullying dipandang sebagai jenis frustrasi

yang disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagai akibat dari peniruan lingkungan orang
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dewasa secara tidak sadar. Lingkungan memberi indikasi kepada kaum muda bahwa
kekerasan bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah (Metha, 2023).

Perkara pidana anak merupakan bentuk khusus (lex specialis) dalam tataran hukum
pidana, lantaran dilakukan oleh seorang yang masith dibawah umur sehingga belum
dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap (naturalpersoon). Untuk itu, pendekatan yang
digunakan juga tentu berbeda, dengan masih memberikan kesempatan atau keringanan bagi
pelaku sesuai perbuatan yang dilakukanya. Penerapan R] menjadi instrumen optimal yang
dapat digunakan, lantaran tetap tidak meninggalkan kewajiban bertanggungjawab pelaku,
namun juga tidak memberatkan sebagaimana sifat pidana retributif yang umum dikenakan
bagi pelaku usia dewasa (Faqih, 2023).

Bullying bukan sekadar tindakan kekerasan verbal maupun fisik, tetapi juga persoalan
sosial yang kompleks, karena dampaknya diperburuk oleh faktor lingkungan yang tidak
mendukung pemulihan korban. Salah satu faktor sosial yang paling signifikan dalam
memperburuk dampak bullying adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu
keluarga, sekolah, maupun teman sebaya (Ibrahim et al., 2025).

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya
terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut
dan tidak berdaya sehingga perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh
si pelaku pada korbannya, bukan sebuah kelalaian alias memang betul-betul disengaja dan
tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang serta didasari perbedaan power yang begitu
mencolok. Tindak perundungan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau
perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak
yang cukup serius. Perundungan dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak
nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih
buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang
korban tindak perundungan dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Unsur-Unsur
Perundungan di antaranya adalah: pertama, Adanya pelaku: Pelaku perundungan umumnya
seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku umumnya
temperamental, kuat, dan berfisik besar; kedua, adanya korban: Korban perundungan
biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya; ketiga, adanya
saksi: Saksi perundungan biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku

dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.
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Faktor penyebab terjadinya bullying yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal
adalah: (a) karakteristik kepribadian (b) kekerasan pada masa lalu dan (c) sikap orangtua yang
memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Faktor eksternal
adalah lingkungan sosial dan budaya. Faktor penyebab terjadinya perilaku bullying dari factor
keluarga yaitu pelaku bullying yang biasanya berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti
orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang penuh

stress, agresi dan permusuhan.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perundungan

Pelindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan hukum merupakan elemen yang
krusial dalam sistem kejahatan, terutama dalam menjaga prinsip asas Equality Before The
Law.1 Anak-anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan
secara adil tanpa diskriminasi(Helpia & Zhafarina, 2025).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila
pelaku memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan pidana
(actus reus).3 Dalam kasus anak sebagai pelaku, hukum pidana anak harus
mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pergaulan anak dapat
menjadi pemicu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak (Efrillia et al., 2025). Selain itu,
penegakan hukum terhadap anak harus lebih bersifat rehabilitatif daripada retributif, dengan
tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak, bukan hanya menghukum. 6 Oleh karena itu,
keterlibatan hakim dalam memahami aspek kriminologi dan viktimologi menjadi penting,
sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga
mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak.

Anak-anak dibawah umur melakukan perundungan disebabkan beberapa alasan.
Terkadang mereka bertindak impulsif dan memperlakukan orang lain secara tidak layak tanpa
melihat resiko atau konsekuensi yang akan terjadi. Mereka merasa tinggi dan suka akan
perasaan dominan dengan menjatuhkan orang lain, perasaan ini yang membuat mereka
merasa tinggi seakan-akan status sosial mereka berada di tingkat paling atas setelah
melakukan perundungan tersebut. Dan hal itu akan terus menerus terjadi agar mereka tetap
merasa puas dan membuktikan bahwa status sosial mereka di atas manusia yang lain. Biasanya

mereka memiliki masalah keluarga yang banyak dan memutuskan untuk melampiaskan
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kefrustasian atas masalah-masalah tersebut kepada orang lain yang mereka anggap lebih
lemah, dan tidak mempunyai rasa simpati pada korban (Sachmaso et al., 2024).

Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinguency, yang diartikan sebagai anak
cacat sosial. Delingquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang
anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu
negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan
tercela. Berdasarkan Undang — Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang
— Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Namun khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang -Undang
Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum maka batasan usia
yang dikategorikan sebagai anak adalah 12 tahun. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa
Undang — Undang Perlindungan anak mengategorikan anak yang sudah berusia 12 tahun
sudah dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini dapat
dilihat pada Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut
anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana (Damayanti & Tanudjadja, 2024).

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan terpenting dalam Pembangunan
di setiap negara. Fondasi utama dalam memajukan bangsa dan negara ialah melalui system
pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Menurut UUD Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Pasal 1 yang berisi bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Firmansyah, 2024).
Perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah dan
sebagainya ialah beberapa bentuk bulying di lingkungan pergaulan sekolah. Bu/lying sangat
merugikan anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak
nyaman, terancam, konsentrasi belajarnya terganggu hingga pada ketakutan yang berlebihan
(Firmansyah, 2024).

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari

apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4
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(empat), dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian
dari tujuan negara. Terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku b#/fying sebagai
upaya penanganan kasus bu/lying atau yang dapat disebut perundungan. Contohnya terkadang
korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku bullying tidak setimpal atau tidak
menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang—Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Petppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang- undang melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sedikitnya 4 (empat) prinsip
umum perlindungan anak sebagai fondasi bagi setiap Negara dalam menjalankan kebijakan
perlindungan anak, yaitu:

Prinsip nondiskriminasi, berarti bahwa semua hak yang diakui dan termuat dalam
konvensi hak anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa membedakan hal apapun;
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua
penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan—pertimbangan dalam pengambilan
keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi
berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum
tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa jadi orang dewasa memberikan
bantuan dan menolong tetapi yang sebenarnya terjadi ialah justru menghancurkan masa
depan anak; Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hal yang
disampaikan dari prinsip ini bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan memiliki
jaminan kelangsungan hidupnya karena hak hidup ialah sesuatu yang melekat dalam dirinya,
bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Negara harus menyediakan lingkungan
yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk menjadi hak hidup tersebut;
Prinsip penghargaan terhadap argumen atau opini anak. Yang hendak disampaikan
dalam prinsip ini ialah memberi ketegasakn bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian.

Karena itu, anak tidak seharusnya dianggap dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif,
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tetapi sebenarnya anak ialah bentuk dari pribadi yang otonom yang mempunyai pengalaman,
keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kltab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan
perundungan atau bullying yaitu dalam Pasal 433 dan Pasal 436 tentang Penghinaan ringan
yang berkaitan dengan penghinaan, Pasal 466 berkaitan dengan penganiayaan, Pasal 482
berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman. Menurut Pasal 76B, individu dilarang
melakukan tindakan yang melibatkan atau mengizinkan keterlibatan anak dalam situasi yang
bercirikan pelecehan dan penelantaran. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 77
dan 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A
dan 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Semua individu yang terlibat dalam penindasan, termasuk anak di bawah umur, tunduk
pada hukum pidana ini. Apabila pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, maka kerangka
hukum dan prosedur yang diterapkan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Mengingat perundungan ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut
UU Perlindungan anak, perundungan termasuk dalam tindak pidana karena dapat
menyebabkan luka fisik ataupun mental. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, untuk mengendalikan perundungan terhadap anak. Undang-undang ini
memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan.

Menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan secara hukum diartikan
sebagai setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang menimbulkan akibat fisik, psikis,
seksual, dan/atau penelantaran, serta menimbulkan kesusahan atau penderitaan. Hal ini
mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti ancaman untuk melakukan tindakan,
pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum. Pasal 76C UU Perlindungan
Anak melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk
melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan
tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU
Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang

melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami
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perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dati pelaku ikut
melakukan perbantuan dalam melakukan perundungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian
tindak pidana perundungan atau bullying, yaitu sebagai berikut: Faktor Penegak Hukum
Dalam kasus perundungan atau bullying sendiri, penegak hukum diharapkan dapat
menyediakan tim penyelidik yang cukup untuk pembuktian kasus perundungan atau bullying
tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak
menganggap remeh kasus penindasan atau bullying; Faktor Hukum bahwa belum adanya
peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang Tindakan
perundungan. Perundungan atau bullying sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non
litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan
adanya, namun bila Penindasan atau bullying itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal
seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh; Faktor Sarana
dan Prasarana Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarna hukum mutlak
diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana
hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisast,
yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun.
Dengan media social salah satunya atau biasa kita kenal ¢yberbullying, Faktor Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses
penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat
untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying.

Peranan orang tua dan Keluarga yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah
anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak
melakukan Tindakan yang buruk seperti menindas temannya; Faktor Kebudayaan Faktor
kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia
didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor
masyarakat sengaja dibedakan, karen didalam pembahasannya diketengahkan masalah
spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan).
Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan
atau bullying di sekolah dasar adalah faktor substansi, faktor penegak hukum, dan faktor
budaya hukum (Farida & Rochmani, 2020).

Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam | Vol. 9 No. 2 (December 2025) |
419



KESIMPULAN

Perundungan pada anak usia sekolah merupakan tingkah laku penyimpangan baik
berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh anak usia di bawah umur
sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut.
Perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu perundungan fisik, verbal,
relasional hingga perundungan elektronik. Penyebab perundungan adalah perihal yang
kompleks karena dilatar belakangi oleh factor lingkungan, biologis, psikologis dan social
budaya.

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan
mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi atau pengalihan penyelesaian
perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara
nonligitasi. Akan tetapi, pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa
melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan,
memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut.
Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU
Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang
melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami
perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut

melakukan perbantuan dalam melakukan perundungan.

REKOMENDASI

1. Bagi para orang tua: diperlukan adanya intensitas pengawasan terhadap kegiatan, sikap
dan perilaku hingga lingkungan bermain dan belajar anak. Intensitas pengawasan mampu
memberikan batasan ruang gerik sehingga kegiatan anak dapat dikontrol secara positif.

2. Bagi tenaga pendidik: diperlukan adanya peningkatan kenyamanan pada lingkungan
sekolah yang dapat menumbuhkan tumbuh kembang anak. Sehingga energi lebih para
siswa dapat tersalurkan secara positif pada kegiatan-kegiatan sekolah.

3. Bagi pemerintah: perlu adanya Kerjasama sosialisasi bullying dengan para penegak

hukum. Hal tersebut sebagai implementasi bahwa bullying tidak sekedar kurikulum pada
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ranah teori tetapi juga harus memberikan efek takut dan jera bagi siswa dan siswi di

lingkungan sekolah.
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